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Analisis Hukum Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocence) 
Dalam Berita Kriminal Oleh Media Cetak

ABSTRAK
Nama : M. Agung Saputra 

NIM : 02101001154

Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) adalah salah satu asas atau 
prinsip dasar yang secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 
1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan Undang-undang Kehakiman Nomor 48 
Tahun 2009. Kedudukan asas praduga tak bersalah dalam berita kriminal sangat 
penting untuk diterapkan oleh wartawan yang membuat suatu berita kriminal. Pihak 
yang bertanggung jawab terhadap isi berita yang dimuat di media yang melanggar 
hukum adalah redaksi (pemimpin redaksi), karena redaksilah yang menurut 
organisasi pers sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap isi berita yang 
dimuat di dalam media yang dipimpinnya Dalam skripsi ini menggunakan metode 
penelitian. Hukum Etrjpiris, adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai 
perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Teknik 
penarikan kesimpulan yang akan digunakan oleh penulis adalah dengan metode 
deduktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan 
yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya politik, ekonomi, sosial budaya dewasa

ini, maka setiap orang sangat membutuhkan informasi dalam menunjang

kebutuhan sehari-hari. Suatu kejadian disatu tempat maka dalam waktu

singkat berita kejadian tersebut cepat menyebar dimasyarakat bahkan

didunia, itu semua adanya peranan media massa antara lain televisi, radio,

internet, surat kabar, tabloid dan lain sebagainya. Tidak hanya suatu

kejadian saja yang media massa sampaikan tetapi juga teknologi dan ilmu

pengetahuan disampaikan oleh media massa kepada masyarakat, media

massa yang berteknologi dalam mempengaruhi kehidupan manusia,salah

satunya peranan media cetak atau yang lebih dikenal dengan istilah pers

iatau lazim disebut surat kabar (koran) atau majalah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pers diartikan:

l. Usaha percetakan dan penerbitan,

2. Usaha pengumpulan dan penyiaran berita,

3. Penyiaran berita melalui surat kabar,

4. Orang yang bergerak dalam penyiaran berita,

’wina Armada, Wajah Hukum Pidana Pers, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, hlm 10.

1
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5. Medium penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio, televisi 

dan film2.

Perkembangan teknologi dan wawasan mengenai media cetak/pers 

saat ini merupakan kebutuhan hidup masyarakat. Media cetak menjadi 

bacaan dan topik sehari-hari bagi keluarga dan hampir menyentuh seluruh 

lapisan masyarakat mulai dari loper koran maupun kalangan eksekutif, 

legislatif dan lain sebagainya.3

Media cetak adalah sarana efektif yang sering digunakan untuk

melakukan pemberitaan terhadap suatu peristiwa yang teijadi

dimasyarakat. Cara penyampaian isi pemberitaan oleh media cetak ini

tergantung dari analisis dan sudut pandang seorang jurnalis maupun

redaktur untuk membahas serta mengupas permasalahan yang menjadi

topik pemberitaannya agar lebih menarik dengan tujuan pemberitaanya 

dapat tercapai.4

Pers seringkah membuat pemberitaan yang tidak proposional

dengan melanggar kesusilaan, norma agama dan norma-norma lainnya.

Walaupun pers memiliki kebabasan untuk menyampaikan informasi tetapi

adanya tanggung jawab dan norma-norma yang harus dijalankan dalam 

profesi tersebut.5

2Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta,
1990, hlm. 675.

3 Wina Armada, Op.Cit., hlm 15.
‘‘Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik Teori dan Praktek, Penerbit PT. 

Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005, hlm. 15.
5 Wina Armada, Op.Cit., hlm 16.
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Undang-Undang Pers menganut asas Praduga Tak bersalah yang 

terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tentang Pers yang 

berbunyi: Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini 

dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan 

masyarakat serta asas praduga tak bersalah6.

Begitu juga didalam Undang-Undang Kehakiman Nomor 48 Tahun 

2009, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang 

berbunyi: ”Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau 

dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalahsebelum 

ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Menurut Yahya Harahap, Tersangka harus ditempatkan pada

kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai

sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka.

Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek

pemeriksaan. Kearah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan

ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas

praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan tetap.7

^Undang-undang Nomor. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3887

7Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan 
Penuntutan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 57.

. 'iM
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Adanya asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan pers

ditempatkan dalam Kode Etik Jurnalistik dengan harapan agar media 

massa dalam pemberitaan tidak terjebak dalam 'trial by the press ’, yaitu 

pemberitaan yang menjurus ‘menghakimi’ merupakan pelanggaran suatu 

peradilan yang adil.8 Meskipun asas praduga tak bersalah telah 

dicantumkan didalam Kode Etik Jurnalistik, terdapat beberapa penafsiran

sehingga menyebabkan beberapa variasi dalam pemberitaan, khususnya 

yang berkenaan dengan perkara pidana. 9

Menurut R.H Siregar, pemberitaan media massa yang berkenaan

dengan asas praduga tak bersalah, kelompok pertama adalah mereka yang

mentaati asas tersebut khusus terhadap kasus yang dianggap biasa. Mereka

tidak menyebutkan identitas tersangka secara lengkap, cukup hanya

inisialnya saja. Mereka juga tidak memuat gambarnya akan tetapi terhadap

kasus yang mendapat perhatian masyarakat luas, identitas atau gambar 

tersangka dimuatnya secara lengkap.10

Kelompok kedua yang memutuskan identitas serta gambar seorang 

tersangka/terdakwa secara lengkap terdapat kriteria tertentu. Terdapat 

pendapat di kalangan media massa yang merasa tidak perlu lagi 

melindungi identitas tersangka/terdakwa, karena dianggap perbuatan yang 

dilakukan tersangka/terdakwa demikian kejam dan tercela melebihi batas- 

batas kemanusiaan. Bagi mereka perbuatan korupsi terhadap uang rakyat

8 Jurnal Dewatt Pers Edisi No. 2, November 2010 Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Praktek Pers 
y Ibid
10Dikutip dari makalah R.H. Siregar, Makalah Kode Etik Jurnalistik Pwi Dan Azas Praduga Tak 

Bersalah, Jakarta, 1989, hlm 2
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lebih kejam dari pada korupsi terhadap harta negara. Sehingga bagi 

koruptor uang rakyat tidak perlu lagi dilindungi identitasnya.

Ada pula media massa dalam menyebutkan secara lengkap 

identitas tersangka/terdakwa tanpa melihat kasusnya, tetapi melihat 

pelakunya. Apabila pelakunya adalah seorang ‘public figur’ dianggap 

tidak perlu lagi menyebutkan identitas dengan inisial, tetapi akan 

ditulisnya secara lengkap, dengan argumentasi bahwa 'public figur’ 

tersebut sudah menjadi milik masyarakat, sehingga menjadi hak bagi 

masyarakat untuk mengetahui seluruh sikap tindaknya termasuk apabila 

pelaku tersebut disangka melakukan tindak pidana.11

Surat kabar harian Sriwijaya Post terbitan Rabu, 14 mei 2014 pada

halaman 20 ada pemberitaan kriminal yang beijudul “Bandar Sabu

Diciduk polisi” dalam berita tersebut foto tersangka sangat jelas tidak di-

blur diwajah tersangka, berita tersebut nama umur pelaku dan alamat

tersangka dimuat serta judulnya tidak ada kata “tersangka” sebagai wujud 

asas praduga takbersalah .

Sehubungan dengan hal itu, penulis tertarik untuk menganalis dan

mengkaji secara lebih dalam mengenai asas praduga tak bersalah di media 

cetak yang kemudian akan disajikan dalam sebuah karya ilmiah berupa 

skripsi dengan judul: “Analisis Hukum Asas Praduga Tak Bersalah

(Presumption of Innocence) dalam Penyampaian Berita Kriminal Oleh

Media Cetak”.

11 Dikutip dari jurnal Prof. Loebby Loqman, SH, Jurnal dewan pers "asas praduga tak bersalah 
dalam praktik pers” 2010, hlm 4.

,2Koran Sriwijaya Post. Bandar Sabu Diciduk polisi. 14 Mei 2014, hlm 20.
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B. Rumusan Masalah

Dari uraian-uraian latar belakang di atas, maka permasalahan

dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan asas Praduga tak bersalah (presumption of

Innocence) dalam penyampaian berita kriminal oleh media cetak?

2. Siapa yang bertanggung jawab dari pemberitaan kriminal yang tidak

menganut asas praduga tidak bersalah (presumption of Innocence)!

C. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak keluar maka, penelitian

ini hanya membahas tentang keterikatan asas praduga tak bersalah dalam

pemberitaan kriminal dimedia massa baik ditinjau dari Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Pers.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis suatu pemberitaan kriminal terikat

oleh asas praduga tidak bersalah.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab pidana akibat 

pemberitaan yang tidak menganut asas praduga tidak bersalah.
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E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, untuk memberikan sumbangsi pengetahuan dibidang

hukum, khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis, untuk hakim sebagai aparat penegak hukum, agar

lebih adil dalam melakukan penjatuhan hukuman atau sanksi pidana

bagi pelaku tindak pidana yang diadili guna tegaknya hukum yang

seadil-adilnya di Indonesia.

F. Kerangka teori

L Strict liability

Strict liability adalah : Si pembuat sudah dapat dipidana apabila

ia telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-

undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Pertanggungjawaban

ini sering diartikan dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan 

(liability without fault)P

2. Vicarious liability

Vicarious liability sering diartikan “pertanggungjawaban 

menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh 

orang lain”, secara singkat sering diartikan “pertanggungjawaban 

pengganti”.14

nBarda Nawawi Aricf, Perbandingan Hukum Pidana, Celakan Kedua, PT Raja Gralindo Persada, 
Jakarta, 1994, hlm 30.

uIbid, hlm 33.
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G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah salah satu cara yang ditempuh oleh

peneliti dalam memecahkan suatu masalah yang menjadi objek penelitian. 

Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara-cara ilmiah 

untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, 

dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada 

gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan 

mengantisipasi masalah.15 Untuk membahas permasalahan tersebut di atas 

maka digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka jenis

penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif

didukung penelitian empiris. Menurut Sugiyono metode penelitian hukum

normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau

cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan 

cara meneliti bahan pustaka yang ada.16 Sedangkan menurut Soeijono

Soekanto penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum 

kepustakaan.17 Sedangkan penelitian hukum empiris menggunakan studi 

kasus hukum empiris berupa prilaku hukum masyarakat.18

,5Sugiyono, metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta; 
Bandung, 2009 Hlm. 6.

'6Ibid,
17Socrjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat), PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2010. Mm. 12.
,8Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum.CclA. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

2004. Mm 52.
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2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Pcrundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan

perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu 

hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini 

misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian

antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara 

Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dst.19

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan

doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan

ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin

yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk

membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum

yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan

memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun 

asas hukum yang relevan dengan permasalahan.20

19 Mahinud Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm 95
20 Ibid
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3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis dan sumber bahan penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data sekunder dan data primer: 

a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber

hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari;

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai

otoritas (autoritatij). Bahan hukum primer terdiri dari

perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah

dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan 

hakim.21 Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum primer

yang digunakan adalah, Undang-undang Nomor 40 Tahun

1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Bahan Hukum

Sekunder yang berkaitan dengan permasalahan ini.

2. Bahan hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum 

yang merupakan dokumen yang tidak resmi.22

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang

memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi : Koran

harian, majalah atau jurnal, internet dan kamus hukum dan

22 Soeijono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, hlm. 33-37.
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referensi-referensi lainnya yang mempunyai relevansi dengan 

objek permasalahan yang akan diteliti23

b. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui

wawancara dan /atau survei di lapangan yang berkaitan dengan

perilaku masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Di dalam skripsi ini yang menggunakan pendekatan yuridis

normatif yang didukung dengan pendekatan perundang-undangan, teknik

pengumpulan bahan dalam skripsi ini dilakukan melalui studi

kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi kepustakaan yaitu suatu alat pengumpulan bahan yang

dilakukan dengan mencari, membaca, mempelajari, serta menelaah

buku-buku dan karya ilmiah serta artikel-artikel dan perundang-

undangan yang berkaitan dengan penulisan ini.

b. Studi lapangan yaitu dilakukan dengan maksud untuk memperoleh

data primer adapun untuk memperoleh data primer adalah melalui

wawancara (interview) pada pihak terkait.

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Bahan hukum yang dikumpulkan, dihimpun atau

dikompilasikan akan ditafsirkan melalui teori-teori hukum, asas-asas 

hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian.

23 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000 hlm. 57.
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6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang akan digunakan oleh

penulis adalah dengan metode deduktif, yaitu menguraikan hal-hal

yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus 

sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.24

24Socrjono Sockanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rincka Cipta, Jakarta, 1986. hlm. 32
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